
Pemkot Telusuri Aliran Uang Kasus Bank Salatiga 
 

Pemkot Salatiga selaku pemilik Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Salatiga 

membentuk tim khusus guna menelusuri terjadinya hilangnya uang miliaran rupiah. 

Diantaranya adalah mencari info aset dua oknum eks karyawan bank itu yang disebut-sebut 

mengetahui jelas larinya uang tersebut. 

Penjabat (Pj) Sekda Salatiga, Adi Isnanto menjelaskan tim penelusuran aset milik dua 

eks karyawan PD BPR Bank Salatiga yang patut diduga terlibat dalam masalah ini sedang 

dalam proses penerbitan surat keputusan (SK). Unsur yang akan berada dalam tim khusus ini 

adalah Sekda, Asisten Setda Pemkot Salatiga, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan 

Inspektor. 

Selain itu, Pemkot Salatiga juga mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 

2018 untuk menambah modal PD BPR Bank Salatiga. Kebijakan ini ditempuh guna 

memulihkan kondisi bank plat merah tersebut yang saat ini sedang kolaps akibat mengganti 

dana nasabah yang diduga digelapkan oknum mantan pegawai. 

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan, besaran nominal anggaran untuk 

menyuntik modal PD BPR Bank Salatiga masih dibahas oleh tim khusus. Sesuai Peraturan 

Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2009, Pemkot Salatiga bisa mengucurkan dana maksimal 

hingga Rp40 miliar. Karena sudah menyertakan modal sebesar Rp24 miliar, maka kini yang 

bisa ditambahkan maksimal Rp16 miliar. 

Adhi Isnanto menjelaskan, besaran anggaran yang akan dikucurkan untuk penyertaan 

modal PD BPR Bank Salatiga akan diputuskan dalam rapat pembahasan finalisasi rancangan 

APBD Perubahan 2018. “Kami masih melakukan penghitungan angka riilnya”, tandas Adhi. 

Sebagaimana diketahui, kondisi bank Salatiga tengah goyah seiring dengan 

ditahannya direktur utama M. Habib Sholeh oleh kejaksaan. Kini pelaksana harian direktur 

utama bank disandang oleh Asih. Habib sehari sebelum ditahan kepada wartawan 

menyebutkan dirinya sama sekali tidak menggunakan uang bank. 

 

Sumber : 

Jawa Pos, Rabu, 12 September 2018 



Catatan : 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 

a. Pasal 332 Ayat (1) menyatakan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. 

penyertaan modal daerah; b. pinjaman c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. 

b. Pasal 333 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.  

 
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah 

a. Pasal 1 

1). Angka 1 menyatakan bahwa Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan  Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

2). Angka 3 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 

atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda 

Kabupaten/Kota. 

3). Angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan 

Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada 

BUMD. 

4). Angka 18 menyatakan bahwa Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung 

jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta 

mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar. 

b. Pasal 2 

1). Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam 

kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 

2). Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi antara lain penyertaan modal. 

c. Pasal 4 

1). Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. 

2). Ayat (2) menyatakan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. 

d. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas : penyertaan 

modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. 



e. Pasal 20 menyatakan bahwa Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal 

Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. 

f. Pasal 21 ayat (5) menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. 

g. Pasal 23  

1). Ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan 

modal BUMD dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur 

permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. 

2). Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal 

BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan 

analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. 

h. Pasal 63 menyatakan bahwa Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota 

Direksi: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. diberhentikan 

sewaktu-waktu. 

i. Pasal 65 

1). Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena 

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, 

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

2). Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang 

dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat 

melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan 

kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan 

sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena 

adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, 

likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD. 

j. Pasal 66 menyatakan bahwa Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan 

oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS. 

 

 



k.  Pasal 68 

1). Ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan 

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. 

2). Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh 

secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan 

tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3). Ayat (3) menyatakan bahwa KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan 

kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang 

bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke 

rekening kas umum daerah. 

4). Ayat (4) menyatakan bahwa Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada 

perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 

 
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

• Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

• Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 



 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

• Pasal 8 menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus 

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 

berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat 

berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 

melakukan perbuatan tersebut. 

• Pasal 9 menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus 

untuk pemeriksaan administrasi. 

• Pasal 10 menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus 

lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi 

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 

waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk 

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai 

karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

 
 
 



KESIMPULAN: 

 Sumber modal BUMD antara lain penyertaan modal daerah sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

 Penyertaan Modal Daerah tersebut ditetapkan dengan Perda sesuai Pasal 333 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 21 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah. 

 Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk 

kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 

1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah. 

 Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah diketahui bahwa Jabatan anggota Direksi berakhir 

apabila anggota Direksi: a. meninggal dunia; b. masa jabatannya berakhir; atau c. 

diberhentikan sewaktu-waktu. 

 Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai 

alasan pemberhentian, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

 Selanjutnya berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwa 

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila 

berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang 

bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam 

tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau 

Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan 



Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran 

BUMD. 

 Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada 

perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 

66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah 

 Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk 

kepentingan dan usaha BUMD sesuai Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

 KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena 

kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah 

kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan 

tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah. 

 Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan 

terbatas, hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 

 Dari aspek hukum Pidana ancaman atas perbuatan penggelapan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri 

yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan 

karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 



 Selanjutnya terkait pemalsuan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus 

atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang 

khusus untuk pemeriksaan administrasi. 

 Terkait unsur menghilangkan barang bukti diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan 

bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara 

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, 

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 

daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang 

berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain 

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, 

akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, 

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau 

daftar tersebut. 

 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Suatu perbuatan penyalahgunaan keuangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 



negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 


